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MOTTO HIDUP 

“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, kau harus menciptakannya” 

“kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari” 

“Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju kesana
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ABSTRAK 

IKA SARTIKA, 2019. Keefektifan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam 
Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran pada BAPENDA 
Kota Makassar, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi   
D-III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 
pembimbing I oleh Akhmad dan pembimbing II oleh Ismail Badollahi. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai tingkat keefektifan 
mengenai pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan 
penerimaan Pajak Restoran di BAPENDA Kota Makassar. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa keefektifan pelaksanaan pemeriksaan 
dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, memiliki tingkat 
keberhasilan yang tinggi dikarenakan setelah dilakukan pemeriksaan 
maka Wajib Pajak yang bersangkutan membayar pajak terutangnya yang 
selama ini tidak dibayakan. Disamping itu penerimaan Pajak Restoran 
meningkat setiap tahunnya.  

 

 

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak Restoran 
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ABSTRACK 

IKA SARTIKA, 2019, Effectiveness of the Implementation of the 
Inpection in Order to Increase Restaurant Tax Revenue in BAPENDA 
Makassar City. Scientific Papers Of The Faculty Of Economics and 
Taxation D-III Study Program Business at the Muhammadiyah University 
of Makassar. Guided by counselor I by Akhmad and counselor II by Ismail 
Badollahi. 

This study aims to answer to determine the level of effectiveness 
regarding the implementation of audits in order to increase restaurant tax 
revenue in BAPENDA Makassar City. 

This research is a type of qualitative descriptive research. The 
results of the study show that the effectiveness of the axeminatioan in 
order to increase restaurant tax receipts,have a high target of success 
because after the inspection, the taxpayer concerned pays the tax that has 
nit been paid. Besides that, restaurant tax revenue increased every year.  

 

Keywords: Restaurant Tax Inspection. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak saat ini merupakan salah satu sumber penerimaan 

terbesar Negara dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak setiap tahunnya 

mengalami peningkatan yang signifikan. Sepanjang tahun 2018, 

penerimaan Negara mencapai Rp 1.942,3 triliun, tumbuh 16,6 

persen dari tahun 2017. Jumlah tersebut juga melebihi target atau 

102,5 persen dari target yang ada di APBN 2018 sebesar Rp 

1.894,7 triliun. Sumbangsih terbesar adalah penerimaan 

perpajakan yang mencapai Rp 1.521,4 triliun, atau naik 13,2 persen 

dibandingkan tahun 2017. Realisasi ini 94 persen dari target APBN 

2018 sebesar  Rp 1.628 triliun. Dari data yang ada dapat dikatakan 

bahwa pajak memiliki sumbangsih paling besar dalam membiayai 

belanja Negara dan berkontribusi besar dalam pembiayaan 

pembangunan Nasional dan pendapatan Negara. 

Pajak menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan 

menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan 

salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh 

pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. 

Penerimaan pajak daerah akan digunakan untuk membiayai 

kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. 
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Selain untuk pembangunan suatu daerah penerimaan pajak dearah 

merupakan salah satu Anggaran Pendapatan Dearah yang 

digunakan untuk menjalankan program kerja. 

Target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota 

Makassar tahun ini mencapai Rp1,34 triliun. Target itu mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya berkisar Rp1,19 

triliun. Berdasarkan data yang dihimpun, dari 11 jenis pajak yang 

ditarik di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar, 

rincian target tersebut yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) sekitar Rp330 miliar, Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ) Rp240 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp175 miliar, 

dan Pajak Restoran Rp170 miliar. Kemudian, Pajak Hotel Rp135 

miliar, Pajak Parkir Rp90,75 miliar, Pajak Hiburan Rp77 miliar, 

Pajak Reklame Rp50 miliar, Pajak Air Bawah Tanah Rp5 miliar, 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp2 miliar, serta Pajak 

Sarang Burung Walet Rp250 juta. Sehingga apabila target 

penerimaan bisa terealiasi maka penerimaan pajak daerah dapat 

menjadi sumber dana bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 

untuk membiayai keperluan daerah. 

Pajak Restoran ialah  salah satu jenis pajak dari 11 jenis 

pajak  yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota 

Makassar. Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan daerah 

karena jumlah Wajib Pajaknya mencapai ribuan lebih sehingga 
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memiliki kontribusi dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pajak 

Restoran adalah suatu pelayanan atas restoran, rumah makan, 

cafe, rumah kopi, warung nasi. Dari jumlah Wajib Pajak atas Pajak 

Restoran tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh Wajib Pajak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, terlebih lagi sistem 

perpajakan di Indonesia menggunakan self assesment system, 

dimana Wajib Pajak diberi kewenangan penuh dalam menghitung, 

membayar serta melaporkan pajak terutangnya melalui Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).  

Pelaksanaan self assesment system dalam pemungutan 

pajak daerah dinilai kurang efektif, diantaranya adalah tidak 

terbukanya Wajib Pajak tentang total penjualan yang diterima, 

Wajib Pajak cenderung memanfaatkan kepercayaan yang telah 

diberikan untuk memperkecil jumlah pajak yang disetor. Oleh 

karena itu, pejabat yang berwenang berkewajiban melakukan 

pembinaan dan pengawasan baik pengawasan administratif 

maupun melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah 

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiaban perpajakan dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, Mardiasmo (2016). Tujuan 
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pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak 

dalam pemenuhan kewajiaban perpajakannya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kota Makassar merupakan kota yang strategis dengan 

penduduk yang padat dan memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi 

salah satunya ialah pengelolaan restoran, semakin banyak jumlah 

restoran di Kota Makassar semakin tinggi pula persaingan harga 

antara Wajib Pajak yang satu dengan Wajib Pajak lainnya, 

sehingga memicu Wajib Pajak tidak membayar serta melaporkan 

kewajiban perpajakannya dikarenakan tidak menambahkan nilai 

Pajak Restoran pada harga makanan dan minuman pada struk 

pembayaran, masih banyak Wajib Pajak yang belum membayar 

pajak dengan tarif 10%, serta perubahan tarif yang kadang berubah 

mengakibatkan Wajib Pajak enggan membayar pajak disebabkan 

karena minimnya informasi yang dimiliki oleh Wajib pajak. Maka 

dari itu, peranan pejabat pajak dalam melakukan pegawasan dan 

pemeriksaan sangat penting untuk mendorong Wajib Pajak untuk 

lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Mengacu pada latar belakang penelitian ini, maka peneliti 

melakukan penelitian dalam pelaksanaan pemeriksaan pada 

BAPENDA dengan judul “Keefektifan Pelaksanaan Pemeriksaan 

dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran pada 

BAPENDA kota Makassar”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Bagaimana keefektifan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka 

meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di BAPENDA Kota 

Makassar?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui tingkat keefektifan pelaksanaan pemeriksaan 

dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di 

BAPENDA Kota Makassar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

memperluas pengetahuan dibidang perpajakan khususnya 

dalam pemeriksaan pajak, sehingga penulis dapat 

membandingkan antara teori dengan fakta lapangan. 
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2. Bagi Pembaca 

a) Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dan alat perbandingan bagi peneliti yang 

melakukan penelitian yang sama. 

b) Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagi bahan dalam 

melakukan diskusi terkait dengan judul penelitian. 

c) Agar penelitian ini dapat mengembangkan ilmu dibidang 

perpajakan serta dapat memecahkan masalah terkait 

dengan objek yang diteliti. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pajak  

a. Pengertian Pajak 

Menurut undang-undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) 

mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. 

Menurut Anderso dalam Muhammad Djafar Saidi 

(2014) mendefinisikan pajak sebagai berikut: 

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa 
kepada Negara yang dibebankan pada pendapatan 
kekayaan seseorang yang diutamakan untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah”. 

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam 

Mardiasmo  (2016) mendefinisikan pajak sebagai beikut: 

“Pajak dalah iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapatkan jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum.” 
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Menurut S.I. Djajadinigrat dalam Siti Resmi (2017) 

mendefinisikan pajak sebagai berikut: 

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan 
sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang 
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 
yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 
jasa timbal balik baik dari Negara secara langsung 
untuk memelihara kesejahtreraan umum”.  
Adapun menurut Feldeman dalam Siti Resmi (2017) 

mendefinisikan pajak sebgai berikut: 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh 
dan terutang kepada penguasa (menurut norma-
norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa 
adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan 
untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” 

b. Fungsi Pajak 

1) Fungsi Anggaran  

Pajak sebagai sumber keuangan Negara yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran Negara/belanja Negara, 

baik pengeluaran rutin maupun pembangunan Negara 

dengan memaksimalkan pemungutan pajak serta 

menyempurnakan peraturan berbagai jenis pajak. 

2) Fungsi Mengatur  

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan 

pemerintah untuk mencapai tujuan. Misalnya pajak 

digunakan untuk mengurangi penggunaan gaya hidup 

mewah disebagian masyarakat dengan mengenakan tarif 
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pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah sehingga 

dapat mengurangi penggunaan barang mewah. 

c. Jenis Pajak 

Jenis pajak yang berlaku di Indonesia di kelompokkan 

menjadi 3 bagian adalah sebagai berikut: 

1) Menurut Golongan 

a. Pajak Langsung 

Pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak 

bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kewajiban 

perpajakannya kepada pihak lain. Contohnya Pajak 

Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang dapat dilimpahkan kewajiban 

perpajakannya kepada orang lain. Contohnya Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

2) Menurut Sifat 

a.  Pajak Subjektif 

Pajak yang berdasarkan pada keadaan subjek 

pajak (Wajib pajak) sehingga dapat mempengaruhi 

besarnya kewajiban perpajakan yang dibayarkan oleh 

Wajib Pajak. Contoh Pajak Penghasilan (PPh) dengan 

memperhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). 
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b. Pajak Objektif 

Pajak yang berdasarkan pada Objek Pajak 

yang menyebabkan timbulnya kewajiban perpajakan 

sesuai dengan keadaan yang terjadi tanpa 

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: 

Pajak Pertambahan Nilai, yaitu apabila Wajib Pajak 

membeli suatu Barang Kena Pajak maka pada saat itu 

juga Wajib Pajak tersebut dikenakan pajak . 

3) Menurut Lembaga Pemungut. 

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat 

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM. 

b. Pajak Daerah 

Pajak yang pemungutannya dilakukan  oleh 

pemerintah daerah, digunakan untuk membiayai 

Otonomi daerah masing-masing. Contoh: Pajak 

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air 

Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang 
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Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 

dan Perkotaan, serta Bea Perolehan atas Tanah dan 

Bangunan. 

d. Sistem Pemungutan Pajak 

1)  Official Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang diberikan 

wewenang kepada aparatur Negara (Fiskus) untuk 

menentukan jumlah pajak terutang oleh Wajib Pajak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2)   Self Assessment System 

Suatu sistem pemungutan pajak dengan memberi 

wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk mengitung 

besar pajak yang terutang, membayar pajak serta 

melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3)  With Holding System 

Suatu sistem pemungutan pajak dengan memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 

Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau 

memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. Contoh: hadiah dari penggelaran kegiatan 
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sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang 

dikenakan pajak. 

2. Pajak Restoran 

a. Pengertian Pajak Restoran 

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan 

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran, yaitu fasilitas penyediaan makanan 

dan minuman dengan dipungut bayaran. 

Menurut Akbar (2015) mendefinisikan Pajak Restoran 

sebagai berikut: 

“Restoran adalah  fasilitias penyedia  makanan 
dan/atau minuman dengan dipungut  bayaran, yang 
mencakup juga rumah makan,  kafetaria, kantin, 
warung, bar, dan sejenisnya  yang termasuk jasa 
boga/catering”. 

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wajib Pajak 

Restoran mempunyai hak untuk memungut atas pelayanan 

yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban 

untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada 

pemerintah daerah. 

Pajak Restoran dipungut atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran, warung nasi, rumah kopi, cafe, 
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catering/tata boga, mie, coto/sop, rumah makan, minuman 

dingin. Tarif yang dikenakan atas Pajak Restoran dikota 

Makassar sebesar 10%. Jadi, apabila Wajib Pajak 

makan/minum disuatu restoran maka dikenakan Pajak 

Restoran yang dicantumkan dalam struk pembayaran 

makanan/minuman yang dibeli.  

b. Subjek dan objek Pajak Restoran 

a) Subjek Pajak Restoran 

Yang menjadi subjek Pajak Restoran ialah orang 

pribadi atau badan yang membeli makan atau minuman 

dari suatu restoran atau rumah makan yang dikunjungi 

oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak Restoran adalah orang 

pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran 

tersebut. 

b) Objek Pajak Restoran 

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang 

disediakan oleh restoran, warung nasi, rumah kopi, cafe, 

catering/tata boga, mie, coto/sop, rumah makan, 

minuman dingin yang dikomsumsi oleh pembeli. Yang 

tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan 

yang disediakan oleh restoram yang nilai penjualannya 

tidak melebihi Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu 

rupiah) dalam 1 ( satu) hari. 
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c. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran 

1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah 

pembayaran yang diterima atau yang seharusnya 

diterima Restoran. 

2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

3) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung 

dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan 

pajak. 

d. Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan 

1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon 

penjualan (bill) untuk setiap transaksi pelayanan restoran, 

kecuali ditetapkan lain dengan keputusan Walikota, 

antara lain Wajib Pajak yang menggunakan mesin cash 

register sebagai alat penerima pembayaran. 

2) Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) di tetapakan 

oleh keputusan Walikota. 

3) Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon 

penjualan (bill) kepada Badan Pendapatan Daerah. 

4) Bagi Wajib Pajak Restoran yang dikecualikan 

melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill), 

mmepertimbangkan tingkat entensitas pelayanan yang 

diberikan oleh restoran sangat tinggi serta upaya 
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mengantisipasi perkembangan teknologi, maka pada 

penguasa restoran yang bersangkutan dimungkinkan 

untuk menggunakan bon penjualan yang dilegalisasi 

dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Badan Pendapatan Dearah. 

e. Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran  

1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan 

2) Pajak Restoran dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak 

3) Wajib Pajak Restoran memenuhi kewajiban pajak dengan 

menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT. 

4) SPTPD harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap 

serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

5) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 

terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan: 

a. SKPDKB dalam hal: 

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau 

keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau 

kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang 

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 

dibayar uantuk jangka waktu paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya 

pajak. 
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2. Jika SPTPD tidak disampaikan Kepada kepala 

Daerah dalam jangka waktu tertentu setelah ditegur 

tertulis tidak disampaikan pada waktunya  

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari  

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak 

yang terutang dihitung secara jabatan, dikenakan 

sanksi asministratif berupa kenaikan sebesar 25% 

(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang 

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak. 

b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau yang 

semula belum terungkap yang menyebabkan 

penambahan jumlah pajak yang terutang akan 

dikembalikan sanksi berupa kenaikan sebesar 100% 

(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
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tersebut. Namun kenaikan tersebut tidak dikenakan 

jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum 

dilakukan tindakan pemeriksaan  

c. SKPDN, jika jumlah Wajib Pajak yang terutang 

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

f. Surat Tagihan Pajak 

1. Walikota dapat menerbitkan STPD jika : 

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 

(lima  belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran akibat salah tulis dan/atau salah hitung, 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 

(lima belas) bulan sejak saat terutang pajak  

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda 

2. SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo 

pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui 

STPD. 
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g. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan 

1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran 

dan penyetoran pajak yang paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 

(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib 

Pajak. 

2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 

Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak dan 

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan sejak tanggal diterbitkan. 

3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak serta memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan 

persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak,dengan dikenakan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan 

4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak 

atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat 

ditagih dengan surat paksa, dilaksanakan dengan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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h. Pembukuan dan Pemeriksaan 

1) Wajib Pajak melakukan usaha dengan omzet paling 

sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

pertahun, wajib menyelenggarakan pembukuan. 

2) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah dalam rangka melaksanakan peraturan 

perundang-undangan Pajak Daerah. 

3) Wajib pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan 

atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan objek pajak yang terutang, memberikan 

kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan, dan memberikan keterangan yang 

diperlukan. 

i. Pengawasan  

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan 

petugas dan atau penempatan alat pada objek Pajak 

Restoran dengan omzet Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) pertahun, baik manual maupun dengan sistem 

komputerisasi yang dapat diakses secara online oleh 

Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 
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3. Pemeriksaan Pajak 

a. Pengertian Pemeriksaan 

Berdasarkan undang-undang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat  

(25) mendefinisikan pemeriksaan adalah serangkaian 

kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan 

dan/atau bukti, yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 

mnguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan. 

Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010:245) 

mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut: 

"Pemeriksaan adalah hal pengawasan pelaksanaan 
self assesment system yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang 
perpajakan”. 

b. Tujuan Pemeriksaan Pajak 

Dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan tujuan 

pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 
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c. Jenis Pemeriksaan Pajak 

1) Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan 

oleh pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak 

pusat atau pajak daerah terhadap Wajib Pajak meliputi 

suatu jenis pajak dan/atau seluruh jenis pajak. 

Pemeriksaan kantor dilaksanakan secara sederhana 

yang dilakukan dikantor Direktorat Jendral Pajak, 

pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 minggu 

dan paling lama 6 minggu. 

2) Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang 

dilakukan pejabat pajak terhadap Wajib Pajak. 

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dengan 

pemeriksaan lengkap atau sederhana di tempat Wajib 

Pajak berada atau tempat melakukan suatu kegiatan 

usaha yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan. 

4. Keefektifan  

Keefektifan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002) dalam suatu usaha atau tindakan berarti “keberhasilan”. 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang di definisikan menurut 

KBBI, kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya) dapat membawa keberhasilan. Sedangkan definisi 

dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau 
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memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau 

pilihan cara dan menentukan pilihan.   

Dalam pengertian lainnya keefektifan mempunyai arti 

yang berbeda-beda tergantung dari bidangnya, tentunya 

seseorang dalam bidang pendidikan akan lain halnya dengan 

seorang ekonomi dalam merumuskan keefektifan. Seperti 

pendapat yang dikemukan oleh Muhyadi (1989) mengemukan 

bahwa keefektifan adalah sebagai berikut:  

“Ahli ekonomi akan mengartikan keefektifan sebagai 
kemampuan organisasi menghasilkan laba sebesar-
besarnya. Ahli politik mengartikan sebagai kemampuan 
organisasi memproleh posisi yang kuat diantara 
organisasi-organisasi lainnya, sedangkan seorang 
karyawan akan mengartikan sebagai kemampuan 
organisasi member tingkat kesejahteraan setinggi-
tingginya kepada anggota dan lainnya. Di antara 
berbagai pengertian lazim dijumpai ialah bahwa 
keefektifan berkenaan dengan keberhasilan sebuah 
organisasi dalam mencapai tingkat produktivitas yang 
tinggi”. 

Dalam keefektifan yang perlu diperhatikan adalah 

pemanfaatan segala sumber daya yang ada secara efisien atau 

tepat guna untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin 

yang sampai pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Efektivitas sendiri dimana suatu kondisi yang 

menunjukkan seberapa jauh target yang sudah diraih oleh 

manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang mana 

target tersebut telah ditetapakan terlebih dahulu. 
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Menurut Raharjo (2011) mendefinisikan efektivitas 

adalah kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang 

hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, 

disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil 

memuaskan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) efektivitas 

adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai 

tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan 

efektif. 

Klasifikasi pengukuran efektivitas 

Persentase     Kriteria 

>100%     Sangat Efektif 

90-100%     Efektif 

80-90%    Cukup Efektif 

60-80%     Kurang Efektif 

<60%    Tidak Efektif 

 

B. Kerangka Konseptual 

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Makassar 

memungut berbagai jenis pajak daerah salah satunya ialah Pajak 

Restoran. pemungutan Pajak Restoran di BAPENDA 

menggunakan sistem pemungutan self assessment system dimana 

Wajib Pajak diberi kewenangan penuh dalam menghitung serta 

melaporkan jumlah pajak terutangnya, dalam hal ini penggunaan 
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self assesment system dinilai kurang efektif karena tidak dapat 

dipungkiri bahwasannya Wajib Pajak melaporkan pajak 

terutangnya sebagaimana mestinya, terkadang wajib pajak 

memanupulasi jumlah pajak yang akan dibayarkan. Dalam hal ini 

diperlukan adanya pengawasan dari pejabat/pegawai yang 

berwenang baik pengawasan administrasi maupun pemeriksaan 

pajak. Pemeriksaan pajak sendiri bertujuan untuk menguji 

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya serta memenuhi 

kewajiban perpajakannya sesuai perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana 

pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di Badan Pendapatan 

Daerah Kota Makassar apakah pemeriksaan efektif dalam 

meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan Pajak 

Restoran yang dipungut dan dikelolah oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kota Makassar. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 
Kerangka Konseptual 

 

Self assesment sytem Pajak Restoran 

Pemeriksaan pajak 

Pelaksanaan pemeriksaan Penerimaan  
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C. Metodologi Penelitian 

1) Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) kota Makassar, bertepatan di jalan Urip 

Sumoharjo No.8 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, adapun 

waktu penelitian selama 2 (dua) bulan berkisar bulan Juni 

sampai bulan Agustus 2019. 

2) Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Dimana penelitian dilakukan dilapangan dan 

survey secara langsung ditempat yang akan diteliti. Data yang 

diperoleh dari penelitian dapat berupa hasil pengamatan, hasil 

wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta catatan 

lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian 

dilapangan.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau 

tindakan dan selebihnya merupakan data. 

a. Data primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari pejabat ynag 

berwenang atau pejabat yang melakukan pemeriksaan 

yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Kota Makassar. 
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b. Data sekunder 

Data ini digunakan sebagai data penunjang bagi penyusun 

dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari dokumentasi 

objek penelitian serta dari buku-buku yang berkaitan 

dengan obek yang diteliti dan literature lainnya yang 

digunakan dalam melakukan penelitian ini atau data-data 

yang sudah ada seperti data yang berasal dari jurnal-jurnal 

yang berkaitan dengan objek yang diteliti.  

3) Fokus penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah mengarah pada pelaksanaan 

pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak 

Restoran di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota 

Makassar. 

4) Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan/pegawai 

di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan sampel dari 

penelitian ini adalah 2 orang responden yang bekerja sebagai 

pegawai di  Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. 

5) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

mempermudah penulis dalam memperoleh data yang valid dan 

reliable. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 
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1. Studi kepustakaan 

Menghimpun informasi yang relevan dengan tofik atau 

masalah yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari 

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan 

ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-

ketetapan, dan sumber-sumber yang tertulis baik tercetak 

maupun elektronik. 

2. Pengamatan (observation) 

Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan objek 

penelitian yang terdapat pada Kabupaten Makassar tepatnya 

di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tentang 

pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan 

penerimaan Pajak Restoran. 

3. Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan untuk 

mengetahui informasi dari narasumber, cara pengumpulan 

data yang di peroleh dari wawancara yaitu melalui pegawai 

pajak yang melakukan pemeriksaan/pegawai Badan 

Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam bidang 

pemeriksaan, berupa wawancara secara langsung yang 

berkaitan dengan variabel penelitian yaitu pelaksanaan 

pemeriksaan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Makassar 
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4. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui 

pengambilan data-data, dokumen dan data  lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian dari tempat penelitian yaitu 

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. 

6) Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan 

penelitian atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. 

Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang memaparkan, 

menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan dan 

menggali data berdasarkan apa yang diucapkan dan dirasakan 

dan dituangkan dalam bentuk tabel, grafik, teks naratif,matrik 

maupun bagan. Adapun analisis data untuk mengetahui tingkat 

efektif penerimaan pajak restoran adalah sebagai berikut: 

 

Efektivitas = Realisasi penerimaan Pajak Restoran   x 100% 

      Target penerimaan Pajak Restoran 

Klasifikasi pengukuran efektivitas 

Persentase     Kriteria 

>100%     Sangat Efektif 

90-100%     Efektif 

80-90%    Cukup Efektif 

60-80%     Kurang Efektif 

<60%    Tidak Efektif 
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BAB III 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)  

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya 

Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas 

Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan 

Walikotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 

terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak 

Bermotor dan Sub Dinas Administrasi. 

Dengan adanya keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II 

Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 

bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negri Nomor 3/12/43 

tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang 

pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung 

Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama 

menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-

unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti 

Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan 

dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang 

tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan 

pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II 
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Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya 

Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama 

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah 

menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kemudian 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar di tahun 2016 berubah 

menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. 

2. Struktur Organisasi dan Job Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Sumber: Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 Hal.25 
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a. Kepala badan 

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu 

walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. 

b. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada 

semua unit  organisasi di lingkungan badan. 

c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana 

program kerja, monotoring dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan program dan kegiatan badan. 

d. Subbagian Keuangan 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan 

administrasi dan akuntansi keuangan. 

e. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan 

rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang 

serta administrasi kepegawaian. 

f. Bidang Pendaftaran dan Pendataan 
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Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, 

intensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan 

pengembangan pengalolahan data dan informasi pengelolaan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

g. Subbidang  Pendataan Wilayah I 

Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas 

melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, 

pemdataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi 

dan verifikasi data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Dearah 

wilayah I, meliputi kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, 

Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo. 

h. Subbidang Pendataan Wilayah II 

Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas 

melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, 

pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi, dan pengembangan potensi 

dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah 

II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, 

Panakukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepualauan Sangkarang. 

i. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi 

Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai 

tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data 

Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan dan 
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pengukuhan Wajib Pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data 

dan informasi serta rancang bangun pengembangannya 

j. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah 

Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan,penagihan, 

penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, 

penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan 

Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan Penataan 

Objek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah. 

k. Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet 

Subbidang Restoran, MINERBA dan Sarang Burung Walet 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, 

penangihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, 

pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan 

Logam, dan Pajak Sarang Burung Walet. 

l. Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah 

Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, 

penangihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, 

pembayaran dan keberatan pajak parkir dan penataan objek pajak 

reklame serta retribusi daerah 

m. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi 

Daerah 
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Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Retribusi 

Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi 

perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan keberatan, 

pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta 

verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

n. Bidang Pajak Daerah II 

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan administrasi pemungutan,penagihan, penetapan, 

keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak 

II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Air Bawah Tanah. 

o. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah 

Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas 

melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penangihan, 

penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran 

dan keberatan pajak hotel dan air bawah tanah 

p. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan 

Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, 

penangihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, 

pembayaran dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan 

Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN. 
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q. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak 

Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, 

analisa dokumen pembayaran, penetapan keberatan, pengurangan 

dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, 

penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak  Hotel, Pajak 

Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan 

Jalan Non PLN, Pajak Air Bawah Tanah. 

r. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan 

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, 

rekonsiliasi, pembinaan, pemriksaan, penindakan, pengenaan 

sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta 

perencanaan target pendapatan daerah. 

s. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi 

Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi 

mempunyai tugas melakukan analisa dan perencanaan target 

pendapatan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan 

penghapusan piutang, reviu dan analisa perundang-undangan 

bidang pajak daerah dan retribusi daeah serta ketentuan 

pelaksanaannya 

t. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan 

tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, 

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan 

pengembalian kelebihan pembayaran. 

u. Subbidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan 

Subbidang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan 

mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemeriksaan, 

pengawasan dan penindakan, pengenaan sanksi, banding, 

penyitaan terhadap pelanggaran pengelolaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

v. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan 

fungsional sesuai keahlian dan masing-masing dikoordinasikan 

oleh seorang tenaga fungsional senior. 

w. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

Di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk 

Unit Pelaksanaan Teknis berdasarkan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Pembentukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis ditetapkan 

dengan peraturan walikota berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku setelah dikonsultasikan secara tertulis 

dengan Gubernur 

 

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) 

1. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang 

menjadi subtansi dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pemeriksaan 

dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Makassar, dengan metode analisis yang 

digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif.  

Pada penelitian deskriptif kualitatif, peneliti dituntut dapat 

memaparkan, menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan  

dan menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, 

dilihat dan dilakukan oleh sumber data sesuai dengan fakta-fakta 

dilapangan dengan  menggunakan wawancara dan pengamatan 

langsung di lokasi penelitian yakni di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Makassar, adapun data yang diperoleh sebagai berikut: 

a. Sistem pelaksanaan pemeriksaan 

Sistem yang digunakan di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Makassar dimana pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dilakukan 



38 
 

 
 

apabila adanya surat tugas yang diberikan oleh kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan membentuk tim 

pemeriksa untuk terjun langsung kelapangan untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap objek pajak yang akan diperiksa, selama 

proses kegiatan pemeriksaan dilakukan tim pemeriksa 

meminjam dokumen yang terkait dengan objek yang diperiksa 

dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut, 

dokumen yang diperiksa pun berupa catatan-catatan, buku 

maupun dokumen yang terkait dengan objek. Proses pelaksaan 

pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengisian terhadap 

Kertas Kerja Pemeriksaan yang didalamnya terdapat data diri 

Wajib Pajak yang diperiksa, profil usaha Wajib Pajak yang 

bersangkutan, informasi dari Wajib Pajak, analisa kompratif 

laporan penjualan, daftar temuan yang ditemukan tim pemeriksa 

selama proses berlangsung dengan melakukan koreksi berupa 

(nilai koreksi, dasar koreksi, dan perhitungan sementara jumlah 

pokok pajak dan denda serta kurang bayar selama pembayaran 

pajak berlangsung, memperoleh hasil pemeriksaan dengan 

membandingkan hasil temuan tim pemeriksa dengan pajak yang 

dibayarkan bulan sebelumnya serta dokumen yang telah 

diperiksa untuk mendapatkan hasil kurang bayar. Setelah 

kurang bayar ditemukan yang merupakan hasil akhir proses 

pemeriksaan pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan 



39 
 

 
 

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adapun sistemnya 

sebagai berikut: pP   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 
Sistem pelaksanaaan pemeriksaan pajak 

Sumber: Hasil Wawancara dengan ibu Arfiani. AM. SE.,MM selaku 
Kasubid Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan 
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b. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan  

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melakukan 

pemeriksaan dengan diadakannya kegiatan pemeriksaan pajak 

daerah disertai dengan adanya surat tugas dari kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kota Makassar  yang melakukan instruksi 

untuk dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan dengan surat 

pembentukan tim pemeriksa, selanjutnya menentukan lokasi 

objek pajak yang akan diperiksa, dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap dokumen yang terkait dengan objek 

Pajak Restoran adapun data yang diperiksa berupa: Neraca, 

Rekening Koran, Rekening Listrik, Rekening Air, Pembukuan, 

Daftar Harga/Menu, dan dokumen penunjang lainnya yang 

dimiliki oleh wajib pajak, selanjutnya melaksanakan proses 

pemeriksaan  dengan menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan, 

kemudian membandingkan pembayaran bulan sebelumnya 

dengan data yang diperiksa atau hasil yang diperoleh dari 

pemeriksaan sehingga memperoleh kurang bayar, setelah 

didapatkan kurang bayar dari pajak yang selama ini dibayarkan 

oleh Wajib Pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adapun alur prosedur 

pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di Badan Pendapatan 

Dearah Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.3 
Prosedur pelaksanaan pemeriksaan BAPENDA Kota Makassar 
Sumber: Hasil Wawancara dengan ibu Arfiani. AM. SE.,MM selaku 

Kasubid Pengawasan, Pembinaan, dan Penindakan 
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membayar pajak terutangnya yang selama ini tidak dibayakan,  

setelah adanya hasil temuan yang ditemukan selama 

pemeriksaan berlangsung, berupa hasil temuan kurang bayar 

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar (SKPDKB), hal tersebut dapat meningkatkan/menambah 

penerimaan objek pajak yang diperiksa, dan setelah 

diadakannya pemeriksaan maka tim dari Badan Pendapatan 

Dearah Kota Makassar yang bertugas dilapangan dan dibantu 

Laskar peduli Pajak melakukan pengawasan setiap bulan 

terhadap Wajib pajak dengan menghimbau Wajib Pajak untuk 

membayar pajak terutang setiap bulan . 

C. Pembahasan 

Hasil penelitian ini merupakan suatu proses penelitian 

lapangan yang telah dilakukan peneliti dengan pemenuhan 

persyaratan administrasi penelitian. Dalam  penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan 

tentang bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak yang ada di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam rangka 

meningkatkan penerimaan Pajak Restoran yang telah dipungut dan 

dikelolah oleh BAPENDA itu sendiri guna menambah penerimaan 

apabila melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada Wajib Pajak 

yang melaporkan pajaknya yang tidak sesuai dengan fakta 
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dilapangan, sehingga apabila pelaksanaan pemeriksaan terlaksana 

maka dapat meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. 

Latar belakang dilaksanakannya pemeriksaan apabila Wajib 

Pajak tidak/belum pernah dilakukan pemeriksaan selama 3 tahun 

terakhir, pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)  

tidak sesuai dokumen pendukung (bill atau nota pemesanan) pada 

saat melakukan aktifitas pembayaran SPTPD, ada asumsi bahwa 

wajib pajak tersebut pelaporan pajaknya belum sesuai dengan 

yang semestinya karena adanya indikasi realisasi pembayaran 

dibandingkan kondisi rill dilapangan secara kasat mata mempunyai 

pengunjung yang begitu banyak dilapangan sehingga seharusnya 

mempunyai pembayaran yang lebih besar. Hasil akhir yang 

diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan dapat meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajaknya khususnya 

pada Pajak Restoran dan dapat meningkatkan penerimaan pajak 

karena dari hasil pemeriksaan dapat memperoleh tambahan 

penerimaan pajak yang tidak dibayakan oleh wajib pajak di masa 

pajak sebelumnya. 

Masalah yang seringkali dihadapi selama proses pemeriksaan 

ialah adanya penolakan Wajib Pajak untuk diperiksa berupa sikap 

ketidak terbukaan Wajib Pajak dengan tidak memberikan dokumen 

yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan sehingga dapat 

memperlambat jalannya pelaksanaan pemeriksaan maka langkah 
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selanjutnya yang ditempuh oleh tim pemeriksa dengan 

melaksanakan pemeriksaan secara jabatan kepada Wajib Pajak 

yang akan diperiksa pajaknya dengan melihat kondisi 

lapangan/tempat Wajib Pajak melakukan kegiatan usahanya. 

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melakukan 

pemeriksaan dengan diadakannya kegiatan pelaksanaan 

pemeriksaan dilakukan apabila adanya surat tugas yang diberikan 

oleh kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan 

membentuk tim pemeriksaan untuk terjun langsung kelapangan 

untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak yang akan 

diperiksa, selama proses kegiatan pemeriksaan dilakukan tim 

pemeriksa meminjam dokumen yang terkait dengan objek yang 

diperiksa dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen 

tersebut, dokumen yang diperiksa pun berupa catatan-catatan, 

buku maupun dokumen yang terkait dengan objek misalnya 

melakukan pemeriksaan terhadap objek Pajak Restoran maka 

dokumen yang diperiksa berupa: Neraca, Rekening Koran, 

Rekening Listrik, Rekening Air, Pembukuan, Daftar Harga/Menu, 

dan dokumen penunjang lainnya yang dimiliki oleh wajib pajak . 

Proses pelaksaan pemeriksaan dilakukan dengan melakukan 

pengisian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan yang didalamnya 

terdapat data diri Wajib Pajak yang diperiksa, profil usaha Wajib 

Pajak yang bersangkutan, informasi dari Wajib Pajak, analisa 
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kompratif laporan penjualan, daftar temuan yang ditemukan tim 

pemeriksa selama proses berlangsung dengan melakukan koreksi   

berupa (nilai koreksi, dasar koreksi, dan perhitungan sementara 

jumlah pokok pajak dan denda serta kurang bayar selama 

pembayaran pajak berlangsung, memperoleh hasil pemeriksaan 

dengan membandingkan hasil temuan tim pemeriksa dengan pajak 

yang dibayarkan bulan sebelumnya serta dokumen yang telah 

diperiksa untuk mendapatkan hasil kurang bayar. Setelah kurang 

bayar ditemukan yang merupakan hasil akhir proses pemeriksaan 

pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 

Bayar (SKPDKB). 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan dilakukan di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, pelaksanaan 

pemeriksaan melalui prosedur pemeriksaan yang berlaku di  Badan 

Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan menggunakan Kerta 

Kerja Pemeriksaan, dimana pemeriksaan disini bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, melalui 

pemeriksaan diharapkan agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban 

perpajakanya dengan membayar dan melaporkan pajak 

terutangnya dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya rekayasa 

serta membayar tunggakan pajak yang ditemukan selama proses 

pemeriksaan.  
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Pemeriksaan merupakan upaya yang ditempuh oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kota Makassar apabila Wajib Pajak 

melaporkan SPTPD tetapi tidak sesui dengan  fakta yang ada 

dilapangan sehingga pegawai dibidang pengawasan, pembinaan 

dan penidakan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang 

melanggar sehingga bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak dan dapat meningkatkan penerimaan Pajak itu 

sendiri, khususnya Pajak Restoran.  

Setelah dilakukan pemeriksaan pajak maka Wajib Pajak 

melaporkan pajaknya sesuai fakta yang ada dan adanya 

pengawasan langsung yang dilakukan oleh pegawai yang memiliki 

tugas terjun dilapangan dan dibantu oleh Laskar Peduli Pajak, 

dimana Laskar Peduli Pajak ini membantu mengawasi Wajib Pajak 

dan setiap bulan menghimbau kepada Wajib Pajak untuk 

membayar dan melaporkan pajaknya, sehingga dapat 

meningkatkan penerimaan Pajak Restoran hal ini diperkuat dengan 

pencapaian penerimaan Pajak Restoran tahun dari tahun ketahun 

yang mengalami peningkatan penerimaan seperti data berikut ini 

Tahun Target Realisasi % 

2016 171.138.613.000 115.009.325.364 67,20% 

2017 170.000.000.000 140.867.931.067 82,86% 

2018 156.000.000.000 166.283.919.526 106,59% 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 
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Efektivitas 2016= Realisasi Penerimaan Pajak Restoran x 100% 
   Target Penerimaan Pajak Restoran 

      = 115.009.325.364 x100% 
         171.138.613.000 

      = 67,20% 

 Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun 2016 

memperoleh realisasi sebesar Rp115.009.325.364 dari target penerimaan 

Pajak Restoran sebesar Rp171.138.613.000, dari data diatas untuk 

mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran maka realisasi 

penerimaan Pajak Restoran 2016 dibagi dengan Target Penerimaan 

Pajak Restoran 2016 sehingga memperoleh hasil 67,20%, jadi dapat 

dikatakan bahwa penerimaan Pajak Restoran tahun 2016 kurang efektif. 

 

Efektivitas 2017= Realisasi Penerimaan Pajak Restoran x 100% 
   Target Penerimaan Pajak Restoran 

      = 140.867.931.067 x100% 
         170.000.000.000 

      = 82,86% 

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun 2017 

memperoleh realisasi sebesar Rp140.867.931.067 dari target penerimaan 

Pajak Restoran sebesar Rp170.000.000.000, dari data diatas untuk 

mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran maka realisasi 

penerimaan Pajak Restoran 2017 dibagi dengan Target Penerimaan 

Pajak Restoran 2017 sehingga memperoleh hasil 82,86%, jadi dapat 

dikatakan bahwa penerimaan Pajak Restoran tahun 2017 cukup efektif. 
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Efektivitas 2018= Realisasi Penerimaan Pajak Restoran x 100% 
   Target Penerimaan Pajak Restoran 

      = 166.283.919.526 x100% 
         156.000.000.000 

      = 106,59% 

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun 2018 

memperoleh realisasi sebesar Rp166.283.919.526 dari target penerimaan 

Pajak Restoran sebesar Rp156.000.000.000, dari data diatas untuk 

mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran maka realisasi 

penerimaan Pajak Restoran 2018 dibagi dengan Target Penerimaan 

Pajak Restoran 2018 sehingga memperoleh hasil 106,59%, jadi dapat 

dikatakan bahwa penerimaan Pajak Restoran tahun 2018 sangat efektif. 

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran 

3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2016-2018 mengalami peningkatan 

penerimaan pajak setiap tahunnya penerimaan pada tahun 2016 sebesar 

Rp115.009.325.364 dari target penerimaan Pajak Restoran sebesar 

Rp171.138.613.000 dengan pencapaian 67,20% dari yang ditetapkan, 

pada tahun 2017 memperoleh penerimaan sebesar Rp140.867.931.067 

dari target penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp170.000.000.000 

dengan pencapaian 86,82% dari yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 

2018 memperoleh realisasi sebesar Rp166.283.919.526 dari target 

penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp156.000.000.000 dengan 

pencapaian 106,59% dari yang ditetapkan dan surplus sebesar 10% dari 

target yang ditetapkan, dan pertengahan tahun 2019 target penerimaan 
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Pajak Restoran dinaikkan dari 170 milyar menjadi 185 milyar jika dilihat 

dari tahun sebelumnya (2018) target penerimaan Pajak Restoran hanya 

156 milyar, jadi kenaikan target dari tahun 2018 ke tahun 2019  dikarena 

Pajak Restoran dinilai memiliki potensi dalam penerimaan pajak. Oleh 

karena itu, pelaksanaan pemeriksaan terhadap Pajak Restoran dinilai 

efektif dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dikarenakan dapat 

meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan tunggakan pajak 

yang selama ini tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Maka dari itu, salah satu faktor pendorong kepatuhan pembayaran pajak 

dan peningkatan penerimaan khususnya penerimaan Pajak Restoran di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan dilaksanakannya 

pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Keefektifan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka 

meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, memiliki tingkat 

keberhasilan yang tinggi dikarenakan apabila setelah dilakukan 

pemeriksaan maka Wajib Pajak yang bersangkutan membayar 

pajak terutangnya yang selama ini tidak dibayakan.  

2. Penerimaan Pajak Restoran meningkat setiap tahunnya, 

peneriman 2018 memperoleh realisasi sebesar 

Rp166.283.919.526 dari target penerimaan Pajak Restoran 

sebesar Rp156.000.000.000 dengan pencapaian 106,59% surplus 

10% dari target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota 

Makassar.  

3. Wajib Pajak mengalami peningkatan dalam tingkat kepatuhan 

dalam membayar serta melaporkan pajaknya, salah satu 

pendorong kepatuhan dan peningkatan penerimaan ialah 

pelaksanaan pemeriksaan.  

B. SARAN 

1. Bagi peneliti 

Seorang peneliti harus mampu memberikan sesuatu yang 

berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi atau 

lembaga serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian 
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yang dilakukan mengenai  pelaksanaan pemeriksaan dalam 

rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran pada Badan 

Pendapatan Daerah Kota Makassar.  

2. Bagi petugas pemeriksa pajak 

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan pajak 

hendaklah seorang petugas pemeriksa pajak memiliki kecakapan 

yang memenuhi dan pengetahuan yang memadai terkait dengan 

pemeriksaan sehingga dapat memeriksa dengan baik dan tidak 

menghadapi kedala yang berarti serta mengatasi ketidak 

terbukaan Wajib Pajak ketika hendak diperiksa dan melaksanaa 

pemeriksaan dengan semestinya agar dapat memperoleh hasil 

pemeriksaan yang sesuai target.    

3. Bagi Wajib Pajak 

Untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak, khususnya 

Pajak Restoran hendaklah Wajib Pajak melaporkan SPTPD-nya 

dengan semestiya dan patuh dalam membayar pajak serta 

memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk bayar pajak, dan 

apabila Wajib Pajak diperiksa oleh petugas pemeriksa dapat 

menyerahkan dokumen yang dibutuhkan oleh petugas pemeriksa 

agar terlaksannya pemeriksaan dengan baik.  
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